BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ //7" /KUM /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK
KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

1.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik
Kepentingan, perlu menyusun Pedoman Pengelolaan Konflik
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

bahwa guna kelancaran penyusunan Pedoman Pengelolaan
Konflik Kepentingan, perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman
Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat [I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



Menetapkan

KESATU

10.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 815);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

A#



3.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. mengidentifikasi kewenangan dan kebutuhan pengaturan
konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong;

b. mengidentifikasi area rawan konflik kepentingan pada proses:
1. perencanaan dan penganggaran;

2. pembuatan aturan dan kebijakan;

3. perizinan;

4. pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan
manajemen sumber daya manusia (SDM);

5. pengawasan dan pemeriksaan; dan

6. penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian.

c. menyusun Peraturan Bupati secara sistematis dan sesuai
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

d. melakukan koordinasi dan konsultasi substansi dengan
instansi pembina yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi serta instansi terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3,3.2/ ||} /KUM/2026

TANGGAL ) Plocnsi 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PENGELOLAAN KONFLIK
KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4 Asisten Administrasi Umum  Sekretariat Kataa
" | Daerah Kabupaten Tabalong
5. | Inspektur Kabupaten Tabalong Wakil Ketua
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah .
B Kabupaten Tabalong Selcretaris
7 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Angeota
" | Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong 88
Kepala Badan Kepegawaian dan
8. | Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota
Kabupaten Tabalong
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
9. Tabalong Anggota
Sekretaris Badan Kepegawaian dan
10. | Pengembangan Sumber Daya  Manusia Anggota
Kabupaten Tabalong
11 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika P
" | Kabupaten Tabalong &8
12 Sekretaris Dinas  Pendapatan Daerah Anegota
" | Kabupaten Tabalong g8
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
13, Kabupaten Tabalong ATiggota
14, | Pejabat Fungsional/Pejabat Administrator P 3 (tiga)
" | pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong £8 orang
15 Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi . 4 (empat)
" | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 88 orang
16 Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Anegota 2 (dua)
" | Daerah Kabupaten Tabalong g8 orang
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